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NEGARA ME NCAMPURI HUBUNGAN PRIBADI DENGAN TUHAN 
(PERSPEKTIF FII..SAFAT HOKUM) 

O/eh: Zainal Fikri ·J 

ABSTRAK 

Salab satu argum eo pihak yang meoen tang peoe rapan Syariat 
adalah bahwa agama adalah uru san pribadi seseor ang dengao Tuhan. 
Jadi, negara tidak berhak mencampuri wilayah spiritual dan pribadi . ini. 
Argum en ini relevan selama penerapan Syariat oleh negara memang 
mengatw: wil.ayah pribadi dan rohani. Jika yang diatw: oleh oegara 
adalah agama dalam dimensi sosialnya, bukan dimen si spiritual dan 
rohani, maka argumen ini menjadi tidak relevan . Dengan kata lain, 
argumen ini tetap membuka peluang bagi negara untuk menerapkao 
Syariat dalam dimen si yang tidak bersifat spiritual dao pribadi, baik 
yang berkaitao langsung maupun tidak langsung . 

Kata kunci: spiritual, pribad4 kebebasao 

A. Pendahuluan 

Tulisan ini akao mengaoalisis 
argumen mereka yang menentang 
tindakao negara mencampuri urusao 
agama, yaitu bahwa negara tidak boleh 
mencampuri urusao agama, karena 
agama adalah urusan pribadi seseorang 
dengan Tuhan. Apakah arguo:ien ini 
cuk.up meyakinkao untuk sampai pada 
kesimpulan bahwa negara tidak berhak 
men.gurus wilayah agama yang bersifat 
spiritual dan pribadi? Apakah yang 
dimaksud dengan kata 'spiritual' dao 
'pribadi' pada wilayah agama? Apakah 
argumen ini tetap membuka peluang 

pada oegara untuk mencampuri wilayah 
agama yang tidak bersifat spiritual dan 
pribadi? 

Secara operasiooal campur tangan 
oegara terhadap wargaoya, salah satuoya 
adalah melalui hukum, dan warga negara 
mempunyai kewajibao untuk taat 
hukum. Karena itu, aoalisis . ten tang 
campur tangan negara terhadap agama 
dibatasi pada wilayah h ukum. W alaupun 
ada persoalan pluralisme agaoµ, aoalisis 
dalam tulisan ini tidak akan masuk 
sampai ke isu ini. Tulisan ini meng­
khususkan diri pada hubungan Islam 
dao oegara, bukan hubungan negara dan 
berbagai agama seperti Islam , Kristen, 

') Penulis adalah Pengajar Filsafat Politik di Fakultas Syariah lAI:'-: :\nrasari Banjannasin, 
men yelesaikan S2 A.gama clan Filsafat di IA.IN Sun an Kalijaga Yogyakarta 1999 clan S2 Filsafat Barat 
di University o f No ttingham England 2-004. 
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Hindu, Buddha .dan seteru snya. Namun, 
bukan berarti isu pluralisme tidak rele­
van dalam tulisan ini, mengingat da1am 
l slam sendiri terdapat pluralisme 
internal: adanya berbagai mazhab kalam, 
fi.kih, tasawuf dan falsafah serta per­
bedaan pendapat lainnya . mengenai 
berbagai masalah. 

Tulisan ini merupakan studi ten­
cang argumen , argumen yang menentang 
tin dakan negara mencampuri agama. 
. aya menggunak.an analisis filosofis-
ogis dalam mengu ji validitas argumen 

ini, yang melip uti kon sistens i clan 
r:elevansi, serta kualitas premis-premis, 
yakni nilai kebenaran proposisi ­

roposisi dalarn argumeo. Cont oh­
ntoh dalam tulisan ini m eliputi apa 

:mg secara aktual ter jadi clan mungkin 
: · · adi yang d.ikonstruksi dan dir e­
~onstruksi dalam penga ndaian-pengan­
daian filosofis . 

B. Argumen Kontra lntervensi 
Negara 

Di kalangan pemikir Islam ada dua 
pendekatan yang dominan dalam men-

ekati hubungan Islam dan negara. 
Kedua pendekatan ini berada pada 
?OSisi yang berbeda secara ekstrim. 
Pe:rtama, mereka yang memandang 
bahwa Islam adalah agama dart oegara 
di11 ,i,a dau/ah) yang mengh endaki 
·d:ar1 a negara Islam dan pemerintah an 
slam (a11-nizam al-islamr). Kedua, me reka 
ang men yatak.an bahwa Islam adalah 

.agama saja, bukan negara. Karena itu, 
J.:itar:a urusan agama dart negara haru s 
:i¼>isahkan , negara tidak boleh meo­
cam puri urusan agama. 

Kemudian muncul - kelomp o k 
-eriga yang memandan g Islam seba gai 
~1,.kikat, yaitu nilai-nilai clasar dan 

universal yang dimiliki Islam. Bagi 
mereka hubungan Islam dan negara 
berada pada wilayah nilai-nilai universal 
yang dapat diterima oleh semua warga 
negara dari berbagai latar belakang, 
suku, agama, dan ras. Islam dapat 
berperan dalani mendukung, memberi 
dan mewujudkan nilai-nilai seperti 
keadilan , kesamaan, kebebasan dalarn 
kehidupan bemegara: Islam juga dapat 
merumuskan perannya dalam mewu­
judkao pemerintahan yang bersih dari 
kolusi, korups i dan nepotisme. 

Pandangan kelompok pertama 
tidak atraktif dalam konteks negara­
bangsa (natio1H1ate). Mengingat oegara­
baogsa terdiri dari berbagai warga yang 
mempun yai l_atar belakang yang bera­
ga.m, baik. suku, ras, dan terpenting latar 
pluralisme agama. Pandangan kedua 
saogat m enarik bagi goloogan non­
Muslim dan -sekularis, serta sebagiao 
mer eka yang beragama Islam. Pan ­
dangan ketiga merupakan jalan keluar 
yang aman bagi mereka yang beragama 
Islam namun tetap menginginkan peran 
Islam dalam kehidupan bemegara. 
Aman, k.arena mereka bennain pada 
wilayah nilai-nilai universal yang diru­
muskan dalam bahasa yang universal 
juga., sehingga fonnulasinya mempunyai 
peluang yang besar untuk dapat diterima 
oleh berbagai pihak dari kalangan non­
Muslim. 

Saya akan mulai dari pendapat 
kedua Posisi kedua diform.ulasikan 
secara kompr ehensif dao tegas oleh Ali 
Abdur Razig dalam karyanya al-is/am wa 
wlml al-bukm (bahts Ji al-khilafah wa al­
h11kmnah) (1925). Dalam menentang 
negara Islam, Abdur Raziq mulai dari 
argumen yang ak.hiroya bermuara pada 
pern yataan bahwa cisalah buk.an peme­
rio tahan clan Rasul bukan raja. Untuk 
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meyakinkan para pembacanya Abdur 
:Raziq berusaha mengajak mereka mem­
, edakan Rasul dan raj a dan kekuasaan 

, ang dimi1iki oleh kedua jenis posisi ini. 
pakah argumen Abdur Raziq cukup 

meyakinkan, atau malah pemyataan­
pemyataannya sendiri bersifat inkon­
sisten dan kontradiktif sehingga tidak 
cukup kuat unh1k menegaskan pemi­
sahan agama dan negara? Atau apakah 
argumennya valid dan meyakinkan? 

Untuk menguji validitas argumen 
Abdur Raziq. Saya akari melihat alur 
pikir clan penalarannya. Pertanyaannya 
bermula dari, "Apakah Nabi Muham­
mad adalah seorang Rasul sekaligus 
kepala negara?" Jika ya, apakah pen­
dirian negara Islam yang dilakukan oleh 
Rasulullah saw berikut pengawasannya, 
merupakan tugas yang berada di luar 
rugas kerisalahannya, atau ia merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari tugas 
yang diterimanya dari Allah swt melalui 
wahyu? la berpendapat bahwa peme­
rintahan Rasulullah saw merupakan 
tugas yang terpisah dari tugas dakwah 
Islamnya dan berada pula di luar batas 
kerisalahnnya. Ia men olak pendapat 
bahwa dalam diri Nabi saw menyatu 
antara risalah, pemegang kekuasaan 
politik dan sekaligus pendiri peme­
tirt tahao politi.k.1 Raziq menggunakan 
istilah. 'taja> dalam artfan khalifah; sultan, 
amit, atau apa pui'i selain Rasul. 2 

Ada tiga lapis pertanyaan yang 
dikemukakan oleh Raziq: 

Level I: Apakah Nabi Muhammad saw 
dalam waktu bersamaan dianugerahi 
Allah swt jabatan Rasul clan sekaligus 
juga seorang raja? 

~V'el Il: Jika Muhammad mertdirikan 
negata lslarrt; apakah itu juga tnerupa~ 

kan tugas · yang merupakan bagian dari 
risalah? 

Level III: Apakah Muhammad mendiri­
kan negara? 

Tiga lapis pertanyaan di atas ber­
sifat kontradiktif, terutama pertanyaan (I 
& II) clan (III) . Jika jawaban pertanyaan 
(III) adalah 'tidak', maka pertanyaan (I 
& II) tidak perlu lagi. Lain halnya, jika 
jawaban pertanyaan (III) adalah 'ya'. 
Mestinya, pertanyaannya cukup dua 
dengan urutan berikut: (I) Apakah 
Muhammad mendirikan negara? Jika 
jawabannya, 'ya', maka menyusul per­
tanyaan (II) Jika Muhammad men­
dirikan negara, apakah itu juga 
merupakan tugas yang merupakan 
bagian dari risalah? 

Dengan pertanyaan-pertanyaan 
itu, Raziq hendak memunculkan ja­
waban bahwa Muhammad tidak 
mendirikan negara, dia hanya diangkat 
Allah sebagai Rasul. Ia menutup 
kemungkinan bahwa walau Muhammad 
hanya diangkat Allah sebagai Rasul, 
namun Muhammad juga mendirikan 
negara dan starusn ya sebagai kepala 
negara bukan bagian dari risalah. 

Kekacauan susunan pertanyaan 
yang kompleks (complex questions) yang 
diajukan oleh Raziq menimbulkan 
berbagai kontradlksi dan inkonsistensi 
dalam pernyataan-pernyataana.ya•sebagru 
usaha menjawab pertan yaao-pertan yaaa 
itu. 

Argumen Abdur Raziq adalah 
sebagai berikut: 3 

' 

1. Pada dasam ya risalah (tugas 
kerasulan) m.e?~fitut kepada Nabi 

· un tuk memiliki semacam kepe­
tfiimpinan dan kekuasaao aw 
bangsanya. Tetapi; kekuasaan itu 
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tidak sama dengao kepemimpinan 
dan kekuasaan seorang raja atas 
rakyatnya 

2. Tidak jarang seorang Rasul 
memainkan peran politik di aotara 
bangsanya sebagaimana layaknya 
yang dimaink.an seorang raja 

3. Hanya sa.Ja Rasul punya keistimewaan 
yang tidak dimi/iki seorang se/ain be/iau. 
Ram/ bertugas memiinpin manusia /ahir 
dan batin. 

4. Kekuasaao yang dimiliki Rasul juga 
mengaodung arti kekuasaao yang 
berlaku umum, perintah-perin ­
tahoya mt;sti ditaati · oleh seluruh 
kaum muslimin, pemerintahaooya 
bersifat meoyeluruh. Tidak ada satu 
pun yang berada di tangao seoraog 
pemegang kekuasaao politik yang 
tidak termuat dalam risalahoya, dan 
tidak ada satu bentuk kepemim~ 
pinan yang tidak berada di bawah 
kepemimpinan risalah Nabi. 

5. Ram/ menerima wahy11--suatt1 kekua­
saan sakra/ yang dipenmtukkan buat 
Nabi. Kepemimpinan dakwah, peme­
rintahan kenabian. 

6. Kekuasaao ioi tdk dimiliki oleh para 
raja dao bentuk pemerintahao lain­
oya 

7. I.vkltasaan seorang F.asu/ atas kaumnya 
adalah kekuasaan rohaniah, sumbernya 
adalah keimanan. I.vtundukan kepada 
rasu/ ada/ah berszfat rohani & .Jasmani 
seka/igus. · 

8. Kepemimpinao Nabi adalah kepe­
munpman agama, bukan politik. 
Agama dao politk berbeda sangat 
tajam. 

9 . Rasul tidak mendicikao peme­
rintahao yang meogatur rakyatn ya 
dalam satu kesatuan · politik (pe­
merintahao, oegara, kesultartao, dao 
kerajaao) sebagaimaoa yang dimak-

sudkan oleh para satjana ilmu 
politi.k deogao istilah · kingdom, state, 
government, dll. 

10. Kekuasaan . Nabi atas umatnya 
begi.tu besar sehingga tidak mung­
k.io tertandiogi. oleh raja manapun 
baik sebelum · maupun sesudah 
Nabi. 

11. "Dan jikalau Tuhanmu meilgheo­
daki, teotulah beriman semua orang 
yang ada di mtika bumi. Maka 
apakah kamu heodak memaksa 
manusia supaya mereka meojadi 
orang yang beriman seluruhnya?" 
(QS, Yuous, 10: 99) . 

12. Rasul bukanlah seorang raja, kareoa 
hak seorang raja antara lain adalah 
meogatur masyarakat, memiliki ke­
kuasaao memaksa dao juga 
kedaula~ yang tak terbatas. 

13. Pada mas a N abi, tidak ada or­
ganisas1 pemerintahan, gubemur, 
hakim, diwan, d1L 

0/eh karena itu, 
14. N abi adalah hanyalah seorang 

Ras.ul, bukan i;aja dan tidak pemah 
meodirikan negara 

Jika dipilah-pilah argumen 
Abdur Raziq di atas dapat dibagi 
meojadi dua. Argumen pertama adalah 
sebagai berikut 

1. Pada dasamya risalah (tugas 
kerasulao) menuntuf kepada Nabi 
untuk memiliki semacam kepe­
munpmao dan · kekuasaan atas 
baogsaoya. Tetapi, kekuasaan itu 
tidak sama dengan kepemimpi11a11 dan 
leekuasaan seorang raja atas ra'9atnya. 

2. Tidak Jarang seorang Rasul 
memaink.an peran politik di antara 
baogsaoya sehagaimaoa · layaknya 
yang dimaink.an. seorang raja. 
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3. H~a saja &m,i pu,rya keistimewaan 
yang tidak dimiliki seorang selain beliau. 
Rasul berlugas memimpin manusia lahir 
dan batin. 

4. Kekuasaan yang dimi)iki Rasul juga 
mengandung arti kekuasaan yang 
berlaku um.um, perintah-perintah­
nya mesti ditaati oleh seluruh kaum 
muslimin , pemerintahannya bersifat 
menyeluroh . Tidak ada satu pun 
yang berada di tangan seorang 
peoiegaog kekuasaao · politik yang 
tidak termuat dalam risalahnya, dan 
tidak ada satu bentuk kepemim­
pinan yang tidak berada di bawah 
kepemimpinan risalah N abi. 

5. Rasul menerima waf!Ju--suatu kekua­
saan sakral yang dipenmtukkan buat 
Nabi. Kepemimpinan dakwah, peme­
rintahan kenabian. 

6. Kekuasaan ini tidak dimiliki oleh 
para raja dan bentuk pemerintahan 
lainnya. 

7. Kekuasaan seorang Rasul atas kaum,rya 
adalah kekuasaan rohaniah, sumbernya 
adalah keimanan. Ketundukan kepada 
ras11i adalah bersifat rohani & jasmani 
selealigus. 

0/eh karma itu. 
8. Kepemimpinan N abi adalah kepe­

mimpinan agama, bukan politik. 
Agama dan politk berbeda sangat 
tajam. 

Kalau dicermati mulai premis 1 
sampai 7. Premis (1) menyatakan bahwa 
kekuasaan Rasul tidak sama dengan 
kekuasaan raj a. Pem yataan ini 
mengandung tiga roakna. Pertama, bahwa 
raja mempun yai kekuasaao politik dan 
Rasul juga mempun yai kekuasaan 
politik. Raja tidak memiliki kekuasaao 
rohani, sedangkan Rasul mempun yai 
kekuasaan rohani. Allah mengangkat 
Muhammad sebagai Rasul dan sebagai 

raja. Kedua, bahwa raja mempunyai 
kekuasaan politik dan Rasul juga 
mempunyai kekuasaan politik. Raja tidak 
memiliki kekuasaan rohani, sedangkan 
Rasul mempunyai kekuasaan rohani. 
Waiau Rasul mempunyai kekuasaan 
politik, namun Allah hanya mengangkat 
Muhammad sebagai Rasul. Jadi ke­
kuasaan Rasul tidak sama dengan 
kekuasaan raja. Makna ketiga, bahwa raja 
mempunyai kekuasaan politik, sedang­
kao Rasul tidak mempunyai kekuasaan 
politik. Raja tidak memiliki kekuasaan 
rohani, sedangkan Rasul mempwiyai 
kekuasaan robani. Allah hanya meng­
angkat Muhammad sebag-Ai Rasul. Jadi 
kekuasaan Rasul tidak sama dengan 
kekuasaan raja. 

Kira-kira perbedaan atau ketidak­
samaan dalam artian yang mana yang 
dimaksud · Abdur Raziq? ]ilea Abdur 
Raziq kbnsisten dengan pemyataannya 
pada premis (2) bahwa Rasul mem­
punyai kekuasaan politik seperti raja, 
premis (3) bahwa Rasul mempunyai 
kekuasaan rohani, premis ( 4) bahwa 
Rasul mempunyai kekuasaan politik, 
premis (5) bahwa Rasul mempunyai 
kekuasaan sakral/ rohani, premis (6) 
bahwa raja tidak memiliki kekuasaan 
sakral/ rohani, (J) bahwa kekuasaan 
Rasul adalah kekuasaan rohani, dan 
hanya jika premis-pm,,is illl bersifat soling 
mekngkapi dan tidak kbntrodiktif, maka 
yang dimaksud Raziq adalan makna 
pertama. Y aitu, bahwa raja hanya 
mempun yai kekuasaan politik, sedang­
kan Rasul mempunyai kekuasaan rohani 
clan politik. Jadi seharusnya kesimpulan ­
nya adalah (8) Kepemimpinan Nabi 
adalah kepemimpinan agama dan 
politik. Kemungkinan makna pertama ini 
tampaknya tidak mungkin yang dimak­
sud oleh Abdur Raziq. Karena 
kesimpulan yang hendak dicapai adalah 
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N abi sebaga.i pemimpin agama bukai:i 
pemimpin politik. 

Argumen2: 

1. Rasul tidak mendirikao pemerintah­
an yang mengatur rak-yatnya dalam 
satu kesatuan politik (pemerintahao, 
negara, kesul tanan , dan kerajaao) 
sebagai roana yang dimak sudkari oleh 
para satjana ilmu politik dengao 
istilah kingdom, state, gotmtment, dll. 

2. Kekuas aan Nabi atas umatnya begi~ 
tu bes at sehingga cidak mungkin 
tertanditlgi oleh r:1ja itH1.napun, baik 
sebelum rn.aupun sesudah Nabi, 

3. "Dan jikal~u Tuhanmu m.eng,­
hendaki, tentu lah beriman semua 
orang yang , da di muka bumi. Maka 
apakah kamu hendak mem~k.i·a_ 
mafiusL"t supaya meteka men Jadi 
orang yang beriman seluruhn ya?' 
(QS. Yun US; 10: 99) 

4. Rasul bukanlah seorang raja, karena 
hak seorang raja antara lain . adalab 
mengatur mas yarakat, memiliki ke­
kuasaao memaksa dan juga kedau­
latan yang tak terbatas . 

5. Pada masa Nabi, tidak ada or­
gaoisasi pemerintahan, gubernur, 
haklrn, diwan, dll. 

Oleh katena itu, 

6. Nabi adalah haay alah seor ang Rasul, 
bukan t:aja dan tidak pemah rnen ~ 
diti.kan negara . 

Prem.is 1 sampai 5 adalah kon­
sisten , jika pretnis yang dimaksud 
pretnis (2) adalah bahwa . ke.kuasaan 
Rasul adalah kekuasaan rohani . Maka 
kesimpulannya adalah Rasul tidak 
pemah mendirikan negara. Jika Rasul 
tidak pemah mendirikan _negara, maka 
beliau tidak pernah meojadi pemimpin 
politik. 

Berdasarkan dua argumen itu, jika 
benar bahwa Raziq konsisten dengan 
kesimpulao yang hendak dicapai, yakni 
bahwa Muhammad tidak pemah men­
dirikan oegara, bukao pemimpin poli~ 
hanya seorang Rasul, maka makna ketiga 
adalah yang tepat . 

T erlepas dari berbagai kon tradiksi 
yang tetdapat dalam pemyataan­
pem yataan Raziq; ada bebetapa hal yang 
patut dicatat sebagai inti argumen 
peti. lakan Raziq tethadap negata Islam. 
Y aitu, bahwa haJtJa Rasul yang Hiefll/Jll'!Jai 
keki,a.rr1t1n roht111i kama Ra.ml melt• 
dapatkan wahyu. Sedangkan para 
pemimpin, khalifah, imam, raja, atau 
kepala negara selain Rasul tidak 
rfrnmpMyai kekuasl!M rohattl. Jadi 
jabatan khalifah cidak mempunyai 
kekuasafiil rohmi, karena itu kekuasrum 
rohani hmya dhnil1ki oleb Rasul 

Point m1 ymg tidak dapat 
ditangkap, misalnya oleh Ar~Rayyis 
ketika mengkritik dan membantah 
pendapat Raziq bahwa di kalangan 
ulama. ada yang memandang jabatan 
khalifah setara dengan jabatan Rasul: 

T ermasuk penipuan juga, ketika 
hendak meneraogkan jabatan khi~ 
lafah, ia (Razjq) menulis (hal. 2):_ "Di 
kalaogrui mereka jabatao khalifah itu 
setata det1gan pangkat Rasul'\ Ia 
dh.m tidak menerangkan setara 
dalam bidang apa? ... Gambaran sema­
cam ini jelas tidak benar. Ulama 
Islam telah menggambatkao bal:iwa 
Rasul (Nabi Muhammad saw) mem~ 
pllilyai dua jabaran: Pertama, me­
oyampaikah ajarao-ajarao dari Allah 
sesuai dengan apa yang diwahyukan 
kepadanya (clan ini adalah khusus 
baginya). Kedua, jabatannya sebaga.i 
Imam clan pemimpin kaum muslim, 
memelihara kepentingan mereka dan 
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menjalankan hukum•hukum syariah. 
Dengan demikian, mereka telah 
menentukan batas-batas jabatan 
khilafah serta tugas apa yao.g 
dilakuk.an khalifah dalam meng;gart­
tikan jabatao. Rasul. Jadi; dia hanya 
menggaotikan jabatan Rasul itu pada 
bagi.an kedua saja, adapun jabatao 
pertama maka ha! itu merupakan 
jabatao khusus Rasulullah saw yang 
berakhir dengan wafatnya beliau, di 
mana risalah telah selesai dan wahyu 
terhenti. Itulah keya,kinan clan yan~ 
diketahui oleh seluruh kaum muslim. 

Ar-Rayyis memandang bahwa 
tugas Rasul memimpin kaum muslim 
dalam melaksanakan Syariah adalah juga 
tugas khalifah . Bagi Raziq tugas 
memimpin umat dalam menjalankan 
hukum syariah adalah buk:ln tugas 
khalifah. Itu hanyalah tugas Rasul. 
Khalifah tidak berhak mengatur wilayah 
rohani kaum muslim. Itulah salah satu 
yang dimaksud oleh Raziq dengan 
pemyataannya bahwa jabatan khalifah 
tidak setara dengan jabatan Rasul. Selain 
menerima wahyu, Rasul juga bertugas 
membimbing clan memimpin umatnya 
untuk melaksanakan Syariah. 

Jadi, argumen Raziq sebenamya 
lebih tepat jika untuk menyatakan 
bahwa setelah wafatnya ~abi Muham­
mad, tidak ada seorang penguasa pun 
(khalifah, amir, imam, raja, kepala 

· negara) yang mempunyai kekuasaan 
rohani seperti Rasul. 

Posisi ketiga diformulasikan secara 
jelas oleh Nurcholish Madjid. Dimensi 
agama adalah pribadi-spiritual dan 
negara adalah kolektif-material. Waiau­
pun demikian antara agama dan negara 
tidak dapat dipisahkan pada wilayah 
nilai-nilai universal. 

Bagi Nuteholish Madjid bentuk 
pemerintahan yang baik adalah detnok­
rasi. Pemerintah dipilih oleh rakyat, 
bertao.ggung jawab kepada rakyat, dan 
rak:yat betpartisipasi dalam pengambilan 
setiap kebijakan (decisiotH11aking) yang 
dibuat oleh petnerintah. Karena kebija­
kan itu akan metnpengaruhi k.ehidupan 
rakyat 

Negara adalah bentuk masyarakat 
yang terpenting, clan pemerintah 
adalah susunan masyarakat yang ter­
kuat clan beipengaruh. Oleh sebab 
itu pemerintah yang pertama ber­
kewajiban menegakkan keadilan. 
Mak.sud semula clan fundamental atas 
didicikannya negara clan pemerintah 
ialah guna melindungi manusia yang 
menjadi warga negara dari kemung­
kinan perusakan terhadap kemerde­
kaan dan harga diri sebagai mantW2 
sebaliknya setiap orang · mengambil 
bagian yang bertanggung jawab 
dalam masalah-masalah negara atas 
dasar persamaan yang d.iperoleh 
melalui demokrasi. 

P~ dasamya masyarakat de­
ngan masing-masing pribadi yang ·ada · 
di dalamnya haruslah memerintah 
dan memimpin send.in. (J'iap-tiap 
kamu adalah pemimpin don tiap-tiap 
kamu bertan?,g,ung j11111ab alas pimpi111111-
nya-Hadis). Oleh karena itu, pemerin­
tah haruslah merupakan ~ kekuatan 
pimpinan yang lahir dari masyarakat . 
sendiri. Pemerintah haruslah demok­
ratis, berasal dari rakyat, oleh rakyat 
clan untuk rakyat menjalankan 
kebijaksanaan atas persetujuan rakyat 
berclasarkan musyawarah clan meng­
usahakan agar keadilan dan martabat 
kemanusiaan tidak terganggu. (Umsan 
mereka diselesazkan melalui muqawarah 
di antara mereko-QS As-Syum ... & 
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S esun!J!,tth'!)a kesalaban terletak pada 
mmka yang menzalimi (bertindak tidak 
adi~ kepada manusia dan berb11at keka­
cauan di muka tJ11mi tanpa alasan 
leebmaran-QS As -Syu'ara: 42). Ke­
kuatan yang sebenarnya di dalam 
negara ada di tangan rakyat, dan 
pemerintah harus bertanggung jawab 
kepada rak-yat. 5 

Nurcholish membedakan makna 
1111/,,m,»;ah dao khilafah. Menurutnya, 
pemerintah, pemimpin atau jabatan kha­
lifah dipilih · dan diangkat oleh manusia, 
sedangkan penerima nubtnvwah dan 
risalah dipilih oleh Tuhan sendiri. 
Dengan mengutip teori lbnu Taimiyyah, 
Nurcholish membedakan sumber legi­
timasi Nabi Muhammad saw. dan para 
khalifah dalatn menjalankan kekuasaan. 
Sumber legitimasi kekuasaan Nabi 
adalah misi suci (risalah). Ketaatan kepa­
da Nabi bukanlah berdasarkan kekua­
saan politik de facto (Jyawkah), melain­
kan karena beliau berkedudukan sebagai 
pengemban risalah untuk seluruh umat 
manusia, baik mereka yang hidup pad.a 
masa beliau maupun yang hidup 
sesudah beliau, sepanjang zaman. 
Kenabian atau nubtnvwah telah berhenti 
dettgan wafatnya Rasulullah saw. Oleh 
karena itu sumber otoritas dan kewe­
nangan para khalifah adalah berbeda 
sama sekali dari sumber otoritas Nabi . 
Istilah khalifah sebagai nama jabatan 
yang pertama kali dipegang oleh Abu 
Bakr adalah pemberian orang banyak 
(takyat), tidak secara langsung berasal 
dari Kitab ataupun Sunoah. Karena itu 
ia tidak menganduog kesuciao dalam 
dirinya, sebab ia hanya suatu kreasi 
sosial buda ya saja. 6 

Pemimpin, selain par_a nabi dan 
rasul, menurut Nurcholish, tidak ada 
yang dipilih laogsung oleh Tuhan. Kare-

na itu pemerintahan (khilafah) setelah 
Rasul adalah satu segi kehidupan 
duniawi. Begitu juga negara, dimensinya 
adalah rasional dan kolektif. Pemerintah 
harus mempertanggungjawabkan tugas­
nya di hadapan rakyat secara rasional, 
masuk akal berdasarkan hukum sebab 
akibat yang empirik dan objektif. Dalam 
ukuran yang rasional, seorang pemimpin 
tidak boleh berdalih "atas nama Tuhao" 
bahwa apa yang ia lakukan adalah 
kehendak Tuhan dan bahwa ketidak­
adilan yang trienimpa rakyat adalah 
"taqdir" Tuhan buat mereka. Karena, 
kehendak Tuhan cuma Dia sendirilah 
yang mengetahuinya, sedaogkan manu­
sia bi.asa haoya mengira-ngira 

Munculnya · gagasan "Negara Is­
lam" di kalaogan umat Islam, menurut 
N urcholish, adalah suatu kecenderungan 
apologetis yang tumbuh dari dua arah. 
Pertama, apologi kepada ideologi-ideo­
logi Barat (modem) seperti demokrasi, 
sosialisme, komunisme dan lain seba­
gainya. Apresiasi ideologis politis yang 
totaliter terhadap Islam membawa 
timbulnya suatu pemikiran bahwa Islam 
bukao hanya agama, tetapi Islam adalah 
ad-Din yang mencakup segala kehi­
dupan, baik politik, ekooomi, sosial, 
budaya dan lainoya KuJua, ialah lega­
lisme. Legalisme ini menimbulkan 
apresiasi serba legalistis kepada Islam, 
yang menganggap Islam itu adalah 
struktur clan kumpulan 5ukum. Lega­
lisme ini merupakan kelaojutan dari 
Fikihisme. Fikih ialah kodifikasi hukum 
hasil pemikirao satjana Islam pada abad­
abad kedua · clan ketiga Hijrah. Padahal 
fikih itu, meskipun sudah ditangani oleh 
kaum reformis, sudah . kehilaogan rele­
vansinya dengan kehidupan zaman 
sekarang. Sedangkan perombakannya 
secara total, sehingga sesuai dengan pola 
kehidupan modem dari segala aspeknya, 
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tidak lagi menjadi kompetensi dan 
kepentingao umat Islam saja, melainkan 
juga orang-orang lain. Maka hasilnya, 
tidak petlu hanya merupakan bukum 
Islam, m:elainkan hukum yang meliputi 
semua oran~ · untuk mengatur kehidu"' 
pan betsama. 

Nurcholish, tidak tl)enafikan hu­
bungan agama dan negara. · Antara 
agama dan negara, menurutnya, me­
mang tidak dapat dipisahkan. Negara 
adalah satu segi kehidupan duniawi, 
yang dimensinya rasional dan kolektif. 
Sedangkao agama adalah aspek kehi­
dupan lain, yang dimensinya adalah 
spiritual dan pribadi. Namun, di antara 
keduanya tetap harus dibedakan dalarn 
dimensi dan cara pendekatannya. Kare­
na suatu negara tak muogkin meoem­
puh dimensi spritual, guoa mengurus 
dan mengawiisi motivasi atau sikap batio 
warga negarany~ maka tak mungkin 
pula memberikao predikat keagamaao 
kepada oegara. Suatu lembaga kekua­
saan ruhani, atau rahbanryah dalam Islam 
dinyatakan tidak dibenarkan. Setiap tio­
dakan yang meogarah ke kekuasaan 
ruhani atas orang lain adalah tindakan 
yang mengarah kC\'ada sifat ketuhanan, 
karena itu musyrik. 

Menurut Nurcholish, nilai negara 
· dan pemeriotahan dalam Islam adalah 
instrumental dan bukan tujuan itu seo­
diri. Tujuan hidup umat Islam bukanlah . 
untuk meodirikan oegara, tetapi meouju 
kepada Tuhan dan kembali kepada-Nya. 
Pemeriotahan atau negara diwujudkan 
untuk meociptakan ruang . dan waktu 
sebagai tempat bagi setiap manusia 
dalam mengembangkan takwanya 
kepada Tuhanoya. Jadi hubuogan agama 
dan oegara adalah masalah etik, bukan 
. spiritual. Negara tidak meogatur dan 
meocampuri hubuogao spiritual warga 

negara dengao Tuhan. Melalui negara 
. diharapkan tercipta masyarakat eris yang 

dijiwai nilai-nilai keagamaan. Masalah 
etis atau prinsip-prinsip hubungao se­
sama · manusia dalam suatu negara 
diharapkan dij~wai oleh nilai-nilai ke­
agaµiaan, seperti priosip musyawarah 
(!yum) . . Baik Nabi maupuo 'Umar 
meoegakkan prinsip musyawarah, yang 
tidak . hanya diberlak.ukan bagi kaum 
muslim semata, , tetapi juga dalam 
mencari kesepakatan deogan kalangan 
non-Islam. 9 

· . 

Apakah beotuk • oegara itu oasio­
nal atau universal, meourot Nurcholish, 
tergantung kepada perkembangan za­
man. Dari perspektif sejarah Islam, 
perkembangao negara nasional adalah 
sejenis saja dengan perubahan­
perubahan dari masa Khulafa al­
Rasyidio ke dinasti 'Umayyah, berlaojut 
ke 'Abbasiyah, dan seterusnya. Pada saat 
sekarang ini, meourut Nurcholish, 
peoolakan terhadap negara nasional clan 
pemaksaan negara universal atau negara 
imperial yang meliputi seluruh dunia 
Islam, jelas tidak muogkin. Karena itu 
merupakan perkembangan sejarah. 10 

Jadi, dalam persoalao g-agasan khilafah 
universal, . Nurcholish ceoderung bersi­
kap realistis di hadapao feoomena 
negara-bangsa (nation-states) yang per­
kembaogannya sampai saat ini tidak 
dapat dihindari. 

~ 

Apakah yang dunaksud oleh 
Nui'.cholish agama · adalah aspek kehi­
dupan yang dimeosinya adalah 'spiritual' 
dan 'pribadi'? Penjelasannya berikut 
mungkin 'dapat inembantu kita mema­
hami makna dua istilah tersebut: 

. , . keikhlasan atau kemurnian ba­
tin adalah oilai yang amat rahasia 
dalam · diri seseoraog. Sebagai ruh 
· amal perbuataonya, ia tidak tampak 
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begitu saja oleh orang luar, dan han ya 
diketahui oleh orang yang bersang­
kutan sendiri, tapi tetutama oleh 
Tuhan Yang Mahatahu (al-'Alim). 
Pada tingkat pribadi seseorang, ke­
ikhlasan terasa sebagai tindakan yang 
tulus terhadap diri sendiri (true to one's 
Je!/) dalam komunikasinya dengao 
Sang Maha Pencipta (al-Khalk;) clan 
usaha mendekatkan diri kepada­
Nya.11 

Argumen Nutcholish yang me­
oeotaog negara Islam dengan pendirian 
bahwa wilayah agama adalah bersifat 
p ribadi dan spiritual dapat dipahami 
dengan lebih baik dalam uraian, yang 
dipecah ke dalam beberapa argumen, 
sebagai berikut: 

Argumen 1: 
1. Nilai hubungan seseorang dengan 

Tuhan ditentukan oleh 'niat', 'i'tikad, 
atau 'motivasi..' 

2. Niat itu bersifat ruhani atau spiritual 
(hanya Tuhan yang tahu) 

3 . Niat itu adalah milik seseorang secara 
pribadi (hanya yang bersangkutan 
yang tahu) 

Jadi, 
4. Hubungan seseorang dengan Tuhan 

(habbl11 · min-al/ah) adalah bersifat 
spiritual dao pribadi. 

Argumeo 2: 
1. Negara clan agama adalah berbeda 

dalam dimensi clan cara pendekatan. 
2. Negara adalah salah satu segi 

kehidupan duniawi , yang dimensin ya 
adalah rasional dan kolektif. 

3. Sedangkan agama adalah aspek 
kehidupao lain, yang dimensin ya 
adalah spiritual dan pribadi . 

Karena itu, 
4. Negara tidak mungkin menempuh 

dimensi spiritual, guna mengurus 

• dan mengawasi moti vasi atau sikap 
batin warga negaranya. 

A.rgumen 3: 
1. Jika negara tidak mungkin menem­

puh dimensi spiritual, gurta mengu­
rus dao me11gawasi motivasi atau 
sikap batin warga negaranya, rnaka 
tak moogkin pula memberikan 
predikat keagamaan kepada ne~ 

2. Islam adalah agama 

Jadi, 
3. Tidak mungkin memberikan predi­

kat Islam kepada negara. 
4. Atau dengan kata lain, konsep 

'Negara Islam' adalah suatu distorsi 
hubungan proporsional antara nega­
ra dan agama. 

Argumen 4: 
1. Islam tidak membenarkan suatu 

lembaga kekuasaan ruhani, atau 
rabbaniyah. 

2. Setiap tindakan yang mengarah ke 
kekuasaan ruhani atas orang lain 
adalah tindakan yang mengarah ke 
sifat ketuhanan. 

3. Tindakan yang menyerupai sifat 
ketuhanan adalah syirik. 

jadi, 
4 . Kekuasaan spiritual seseorang atas 

orang lain adalah tindakan me­
oyaingi Tuhan, atau mus yrik. 

Baik Raziq maupun N urcholish, 
walaupun berbeda alasan , namun mem­
pun yai kesamaan pendirian bahwa 
negar a . tidak mempun yai kekuasaan 
rohani atas wargan ya. Namun, apakah 
argum en bah wa agama adalah hubungan 
rohani atau spiritual dengan Tuhan, dan 
karenanya bersifat pribadi, cukup me­
yakinkan dan persuasif untuk menen­
tang berbagai kemungkinan rumusan 
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peraturan yang dirumuskan oleh peme­
rint:ah 'atas naina' Syariat Islam? Kira­
k.ir::i di inana letak relevansi argumen 
jenis ini dan di mana ketidakrelevan­
aonya? 

C. Relevansi · Argumen 

Di Indonesia yang merupakan 
nation-state, pada tingkat nasional upaya 
sebagian umat Islam un tuk meng­
hidupkan kembali Piagam Jakarta telah 
terbukti gagal. Namun pada tingkat 
lokal, hubungao Islam clan negara 
mendapatkan daya tariknya kembali 
dalam momentum otonomi daerah clan 
otonomi khusus. 

Pada bagian ini akan dibahas 
relevansi argumen wilayah pribadi dan 
spiritual clalam menyikapi . berbagai 
kemungkinao pelaksaoaao Syariat oleh 
negara (pemerintah claerah). Kemudian 
akan diuji relevaosi argumen ini pada 
dua isu saja yang saogat dekat clengan 
wilayah pribadi clan spiritual, yakni salat 
Jumat dan puasa. Untuk kepentingan 
· filosofis, dibuat pengandaian-pengan­
dai.an formulasi Peraturan Daerah 
(Perda). Kemudian melihat apakah ru­
musao Perda imajinatif itu sudah atau 
belum mencampuri urusan rohani­
pribadi seseorang dengan Tuhao? 

Dengan asumsi bahwa ibadah 
puasa adalah bersifat pribadi clan 
spiritual. Nilai puasa seseorang dengan 
Tuhan ·ditentukao oleh 'niat', 'i'tikad, 
atau .'motivasi' seseorang dalam men­
jalaokaonya. Niat itu bersifat rohani atau 
spiritual (haoya Tuhan yang tahu) clan 
niat itu adalah milik seseorang secara 
pribadi (hanya yang bersangkutan yang 
tahu). Nilai puasa seseorang · tidak akan 
bermakna atau tidak diterima Allah, jika 
diketjakan bukan /j//ahi ta 10/a. Jika 

asumsi ini benar, maka puasa seseorap,g 
yang bukan lillahi ta 'ala, misal karena 
takut dihukuin oleh negara (pengadilan), 
tidak diterima oleh Allah swt. 

Bagaimana jika ada Perda yang 
mewajibkan setiap orang lelaki muslim 
(yang memenuhi syarat) untuk salat 
J um at, barang siapa yang melanggar 
akan dihukum penjara atau denda? 
Apakah Perda ini telah mencampuri 
wilayah pribadi clan rohani seseorang 
dengan Tuhannya? 

Jawabanoya adalah betul bahwa 
Perda seperti ini telah mencampuri 
urusan pribadi seseorang dengan Tuhan, 
telah meogurus hubuogan spiritual 
seseorang deogan Tuhan. Seseorang bisa 
berkata bahwa "Saya sebenamya tidak 
setuju negara mengatur urusan salat 
seseorang. Apalagi salat itu kan harus 
niatao lillahi ta'ala. Niat itu pribadi 
(hanya Saya yang tahu) clan spiritual · 
(hanya Allah yang tahu). Jika pemerintah 
mewajibkan Saya salat, maka Saya salat 
karena takut dihukum bukan lillahi ta'ala. 
Negara menggaoggu keikhlasan ibadah 
salat saya .. Oleh karena itu, negara tidak 
boleh mencampuri urusan pribadi Saya 
clengan Tuhao." 

Problem selanjutnya, jika di suatu 
daerah hampir seratus persen peo­
duduknya beragama Islam. Ketika salat 
Jumat dilaksanakan, pasµ sepi dari 
kaum lelaki. Beberapa toko tutup, 
sedangkan toko-toko yang buka hanya 
dijaga oleh kaum perempuan. Di · pasar 
sering tetjadi aksi kejahatan yang 
dilakukan oleh beberapa penjahat ldaki · 
yang berkeliaran ketika kaum lelaki 
lainnya sedang salat J umat Aksi krimi­
nal juga sering tetjadi di perumahan 
penduduk yang hanya dihuni oleb kaum 
perempuan dan anak-anak kecil. Untuk 
mencegah terjadinya aksi kriminal di 
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hari Jumat ketika sebagian besar kaum 
lelaki berada di Mesjid, pemerintah 
daerah tersebut merumuskan Perd a. 
Perda itu diberi nama "Perda Jumat ''; 
yang melarang seseorang lelaki berada di 
luar rumah atau berada di tempat umum 
seperti pasar ketika salat Jumat dilak­
sanakan. Apakah Perda jenis ini telah 
mencampuri urusan pribadi dan rohani 
seseorang dengan Tuhan? Tidak. 

Tidak. Karen a Perda jenis ini cidak 
mewajibkan seseorang muslim (vang 
memenuhi sya:rat) unruk salaf Jumat. 
Perda ini hartya melarang kaum lelaki 
keluar rumah dan berada di tempat 
umum ketika salat JumM dilaksanakan . 
Karena suasana sepi dari kaum lelaki 
rnembuka peluang bagi rnereka )·ang 
berwatak jahat melakuk an aksi krirflinal 
di siang belong bari Jumat. Perda ini 
berusaha mencegah tetjadin ya aksi 
knminal yang memanfaatkan suasana 
hari JUtnat Jadi, Perda jenis ini tidak 
mencampuri urusan pribadi dart tohani 
seseorang dengan Tuhan, walaupun ada 
label Jumat pada naman ya. 

Contoh lainnva adalah Perda 
Ramadan. Perda jen1s pertama mewa­
jibkan setiap orang Islam (yang 
memenuhi syarat) untuk melaksanakan 
puasa pada bulan Ramadan, jika me­
langgar akan dihukum kurungan penjara 
atau denda. Apakah peraturan jenis ini 
tnencampuri urusan pribadi dan rohani 
seseorang dengan Tuhannya? Ya. 
Karena peraturan ini bisa merusak 
keikhlasan seseorang dalam berpuasa. 
Seseorang berpuasa karena takut di­
hukum, bukan karena !i!!ahi ta'a!a. 

Bagaimana jika Perda Ramadan 
berbunyi lain, yakni melarang orang 
makan di muka umum, dan atau mem­
buka warung, dan atau men yediakan 
makanan secara terbuka bagi orang yang 

tidak puasa pada waktu terteotu di bulan 
Ramadan . Apakah Perda jenis ioi meo­
campuri wilayah pribadi seseorang 
dalam berpuasa lillahi ta'afa? Tidak. 
Karena peraturan jenis ini tidak me­
wajibkan seseorang berpuasa dan tidak 
menghukum orang yang tidak berpuasa. 
Peraturan ini hanya mengatur relasi 
orang yang tidak berpuasa dan atau 
orang yang meocari nafkah dengan 
menyediakan makanan secara terbuka di 
bulan puasa dengan orang-orang yang 
berpuasa. Supaya mereka yang tidak 
puasa clan mereka yang membuka 
warung tidak mengganggu orartg yang 
sedang betpuasa. J adi yang diatut adalah 
relasi sosial, wtlayah sosial. Bukao 
wilayah ptibadi seseorang yang sedang 
betpuasa atau tidak berpuasa dalam 
relasi merek a dengan Tuhan. Sekali lagi, 
bukan. 

Dengan demikian perkataan sese­
orang yang sedaog makan di muka 
umum dan meoeotaog Perda Ramadan 
jeois kedua, misaloya, "Saya mau puasa 
atau tidak kao urusan Saya dengan 
Tuhao, bukao urusan pemerintah," 
adalah betul namun tidak relevan, 
kar~ma yang diatur bukan urusan pribadi 
sese rang deogan Tuhan. Betul bahwa 
puasa dan tidak puasa adalah urusan 
pribadi seseorang dengan Tuhan, 
namun apakah makan di depan umum 
ketika seseorang tidak puasa sementara 
orang lain sedang puasa adalah juga 
urusan pribadi juga? Apakah tinda.kan 
itu tidak mengganggu orang lain yang 
sedang puasa? Begitu juga tindakan 
mer eka yang membuka warung makao 
di siang hari bulan Ramadan, apakah 
tidak mengganggu o rang yang sedang 
puasa? 

Perda jeois pertama terkait lang­
sung dengan Syariat, kewajiban salat dan 
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puasa. Perda jenis kedua memang terkait 
dengao Syariat, tapi bersifat tidak 
langsung, yakni dimensi lain yang terkait 
dengan kewajiban salat dan puasa. Bagi 
mereka yang tidak setu ju dengan Perda 
jenis kedua, peraturan atas nama Syariat 
oamuo mengatur wilayah sosial, bukan 
pribadi, mungkin tidak akan kehabisan 
argumen. Argumen wilayah pribadi, jelas 
tidak relevan. Mereka dapat menggu­
oakan argum en kontrak sosial. Bagai­
mana alur pikir argumen kootrak sosial? 
Apakah argumen kontrak sosial berhasil 
menolak Perda jenis kedua? 

Sava tidak akao membahas dao 
masuk ke argumen kontrak sosial di sini, 
kareoa bukan fokus utama tulisan ini. 
Namuo, akan dilihat land asan Perda 
jenis pertama dan kedua pada filsafat 
politik clan hukum yang erat kaitaon ya 
dengan wilayah pribadi . Landasao 
filosofisn va adalah bah wa A nda bebas 
seiama tidak mengganggu orang lain. Anda 
bebas tidak puasa selama tidak 
mengganggu orang yang puasa. Anda 
bebas berusaha mencari nafkah selama 
tidak mengganggu orang yang sedang 
berpuasa Karena makan di muka umum 
termasuk tindakan yang mengganggu 
orang yang sedang berpuasa, maka harus 
dilarang. 

Landasan filosofis ioi bukan tidak 
punya kelemahan. Kelemahano ya adalah 
pada makoa 'meogganggu' yang relatif . 
Jika Anda tidak puasa dao makan di 
depan Saya yang sedang puasa, muogkio 
saya merasa tidak terganggu. Tapi, tidak 
semua orang seperti Saya. Sebagian dari 
mereka mungkio merasa terganggu. 
Apalagi para orang tua yang sedang 
mendidik anak mereka untuk berpuasa, 
akan merasa kecolongan atau tergaoggu 
ketika meodapati tem yata aoak-aoak 
mereka dapat deogao leluasa makao clan 

minum di. luar rumah, di warung-warung 
yang buka di siang hari bulati Ramadan. 

Dalam filsafat politik dao hukum, 
kebebasan selama tidak dikenal dengao 
istilah kebebasao oegatif. Konsep kebe­
basan laino ya adalah kebebasan positif. 
Dua makna ioi, neg,atitie fmdom dan 
positive freedom diidentifikasi dan dianalisis 
oleh Isaiah Berlin (1909-97) dalam 
artikelo ya yang terkeoal, 'Two Concepts 
of Liberty.' 12 

Kebebasan oegatif (negative fmdom) 
selain berarti tidak mengganggu orang 
lain (a f reedom is not hamring anyone else), 
juga bermakna tidak adanya paksaan (a 
freedom is the absence of coercion). P~aan 
terjadi ketika orang lain memaksa Anda 
uotuk melakukan sesuatu atau memaksa 
Anda berhenti mengerjakan · sesuatu, jika 
tidak ada orang yang memaksa Anda 
maka Anda bebas dalam artian 
kebebasan negatif . Jika tidak: ada satu 
orang pun yang membatasi clan 
menghalangi Anda untuk · melakukan 
sesuatu maka Anda bebas. 

Keban yakan pemeriotah memba­
tasi kebebasao individu sampai pada 
batas tertentu. Mereka menjusti.fikasi 
tindakan itu deogao alasan untuk 
melindungi semua anggota mas yarakat. 
Namuo ada wilayah kebebasan indi­
vidual, yaitu setiap orang bebas selama 
tidak meogganggu orang " lain, dao 
selama seseorang tidak mengganggu 
orang lain maka hal itu bukan urusan 
pemerintah . Jadi setiap orang diper­
kenankan uotuk menikmati kebebasan 
clan pemerintah ' tidak berhak: men­
campuri urusao mereka, hanya jika 
selama mereka tidak mengganggu orang 
lain. 

T eotan g keb ebasan negatif ioi, 
John Stuart Mill dalarn karyanya, 
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n Liberty, misalnya, menulis: "That the 
"'"fy purpose for which power ,-an be righifuify 
fxm:ised over any member of a dvilized 
a:Jmmunit)·, ~i,s/ his will, is to prevent harm 
(() others."u Bahwa satu-satunya tujuan 
· wg dapat membenarkan penggunaan 
xda.iasaan atas anggota suatu _ komunitas 
':,eradab, melarang keinginannya, yaitu 

tuk mencegah terjadinya gangguan 
terhadap orang lain. · 

Para fi.losof menyerang gagasan 
bahwa kebebasan negative ad~ah jenis 
ebcbasan rang barus diperjuangkan 
an ditingkatkan. Mereka berpendapat 
ahwa kebebasan po11itif jauh lebih 

penting untuk dijadikan sebagai tujuan 
politik Kebebasan positif adalah kebe­
basan untuk mengontrol hidup Anda 
seodiri. Anda adalah bebas dalam artian 
. ositif jika Anda dapat mengontrol diri 

nda sendiri, dan Anda tidak bebas jika 
Anda tidak dapat mengendalikan diri 
seodiri, walaupun Anda tidak dibatasi 
oleh apa pun. Kebebasan positif dapat 
direalisisasikan dalam kehidupan pribadi 
oleh pribadi yang bersangkutan. 14 

Tentang kebeb_asan positif ini J. S. 
Mill memilis: "His own good, eithqr physical 
Qr 11!<,ra/, is not « mj/kimt w«rrant. Hr ffmno/ 
rightful/y be ro!lf/>elled lo do or forbear beca11se 
ii will be better for him to do so, becti11Se it will 
makB him happier, because, in the opinions f{ 
others, to do so would be wise, or even right." , 
Kebaikao bagi seseorang, baik fisik 
maupun moral, bukanlah justifikasi yang 
memadai. Adalah tidak sah memaksa 
seseorang untuk melakukan sesuatu 
karena sesuatu itu demi kebaikan 
dirinya, karena akan membuatn ya lebih 
bahagia, karena menurut pendapat 
orang lain melakukan hal itu adalah bijak 
atau benar . 

Bagi pembela kebebasan negative, 
oegara tidak berhak mengatur wilayah 

kebebasan positif. Kita hanya bisa 
menasihat:i, menganjurkan, dan berar­
gumen bahwa mereka menyia-nyiakan 
hidup mereka, namun kita tidak dapat 
memaksa mereka dalam bentuk hukum. 

Dalam konteks Perda Syariat, 
misalnya, Anda bebas untuk puasa atau 
tidak puasa pada bulao Ramadan. 
Walaupun pemerintah tidak mengha­
ruskan Anda puasa atau tidak akan 
menghukum diri Anda jika tidak puasa, 
sebenarnya Anda tidak bcbas dalam 
artian positif. Anda mcmang bcbas 
untuk tidak puasa, tapi apakab per­
buatan Anda tidak puasa adalah 
kebebasan yang sebenamya? Tidak. 
Anda tidak bebas, karena dikendalikan 
oleb hawa nafsu mak.an dan minum 
serta hawa nafsu lainnya. Jadi, Anda 
belum bebas kareoa dikendalikan oleh 
hawa nafsu . Anda belum bebas dalam 
artian yang sebenamya. 

Bagi para pembela kebebasan 
positif, negara boleh mengatur wilayah 
kebebasan positif yang bersifat pribadi 
dengan paksaan sebagai langkah menuju 
kebebasan yang sebenamya. Dalam 
kasus puasa Ramadan, misalnya, mereka 
berargumen bahwa rnungkin pada tahap 
awal orang berpuasa karena takut 
dihuk.um. Mereka optimis lama-kelama­
an orang akan berpuasa bukan karena 
takut dihukum 1agi, yaitu menjadi lillahi 
ta'ala. 

T api, apak.ah tujuan jangka pendek 
atau panjang itu (tergantung kapan 
keikhlasan seseorang muncul) dapat 
menjustifik~si campur tangan negara 
terhadap wilayah pribadi dalam ber­
agama? Karena tindakan memaksa sese­
orang un tuk beribadah dengan ikhlas 
adalah kontradiksi. Bagaimana seseorang 
akan ikhlas kalau dipaksa? Tidak ada 
keikhlasan dalam pak.saan. Keikhlasan 
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adalah bukan paksaan, tapi adalah 
kerel.aan dan kepasrahan kepada Allah 
semata. 

D. Kesimpulan 

Kekuasaan politik unt:uk membuat 
hukum yang mengatur hubungan pri­
badi dan spiritual seseorang dengan 
Tuhan adalah mendekati sikap syirik. 
Karena hanya Rasul atas seizin Allah-lah 
yang mempunyai kekuasaan rohani 
seperti itu. Setelab wafatnya Nabi 
Muhammad, wabyu terputus, dan tak 
seorang pun yang mempunyai kekua­
saan rohani seperti Rasul. Karena itu, 
pemerintab tidak berhak mengatur 
wilayab agama yang bersifat pribadi dan 
spiritual. 

Ada beberapa alasan kenapa cam­
pur tangan negara terhadap wilayah 
pribadi dan spiritual agama tidak 
dibenarkan: 

Catatan: 

1. Rohani manusi.a hanyalah Tuhan 
Yang Maha Tahu. 

2. Niat seseorang hanya dirinya sendiri 
yang tahu dan Tuhan. 

3. Dimensi pribadi agama harus 
dilaksanakan dengan ikhlas liL/ahi 

· ta'ala. 
4. Pemaksaan pelaksanaan perintab 

agama . yang bersifat pribadi dan 
spiritual bertentangan dengan prin­
sip ikhlas. 

S. Han ya Muhammad Rasulullab di 
bawab pengawasan langsung dari 
Allah yang mempunyai kekuasaan 
rohani. 

6. Selaih Allah dan Rasul-Nya, kekua­
saan rohani seseorang atas orang 
lain ·. adalab · syirik. 

. Dimensi pribadi agama apabila 
dilaksanakan atau tidak diketjakan tidak 
akan mertggariggu orang laih. 
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